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ABSTRACT

This study aims to analyze local retribution policies in the transportation sector in Penajam
Paser Utara (PPU) Regency, evaluate the direction of policies implemented to increase
Local Own-Source Revenue (PAD), and formulate a formula for determining proportional
and equitable transportation retribution rates. The research uses a mixed methods
approach by combining normative legal research and economic analysis. Data was
obtained through document studies, interviews, and field observations. The results of the
study show that local retribution policies in the transportation sector in PPU have an
adequate legal basis, but their implementation still faces challenges in the form of limitations
in asset optimization, collection effectiveness, and tariff adjustments to real economic
values. This study recommends strengthening digital-based retribution policies, adjusting
tariffs based on cost-benefit analysis, and optimizing regional assets as instruments for
sustainable PAD improvement.

Keywords: local taxes, transportation, local revenue, local fiscal policy, Penajam
Paser Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan retribusi daerah pada bidang
perhubungan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mengevaluasi arah
kebijakan yang diterapkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), serta merumuskan formula penetapan tarif retribusi alat angkut yang
proporsional dan berkeadilan. Penelitian menggunakan pendekatan campuran
(mixed methods) dengan mengombinasikan penelitian hukum normatif dan analisis
ekonomi. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi daerah di bidang
perhubungan di PPU telah memiliki dasar hukum yang memadai, namun
implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan optimalisasi
aset, efektivitas pemungutan, dan penyesuaian tarif dengan nilai ekonomi riil.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan retribusi berbasis digital,
penyesuaian tarif berbasis biaya dan manfaat (cost—benefit), serta optimalisasi aset
daerah sebagai instrumen peningkatan PAD yang berkelanjutan.

Kata Kunci: retribusi daerah, perhubungan, pendapatan asli daerah, kebijakan
fiskal daerah, Penajam Paser Utara
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A.Pendahuluan

Indonesia  sebagai  negara
hukum yang berlandaskan Pancasila
dan menganut

konsep negara

kesejahteraan menempatkan
pemerintah sebagai aktor utama
dalam  menjamin  kesejahteraan
masyarakat. Dalam konteks otonomi
daerah, pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk mengelola
sumber-sumber pendapatan guna
mendukung pembiayaan
pembangunan daerah. Salah satu
instrumen penting dalam kerangka
kebijakan fiskal daerah adalah
retribusi daerah.

Retribusi daerah, khususnya
pada bidang perhubungan, memiliki
peran strategis dalam mendukung
peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Kabupaten Penajam Paser
Utara (PPU) sebagai wilayah dengan
karakteristik geografis yang
didominasi oleh akses transportasi
darat dan perairan memiliki potensi
besar dalam pengelolaan retribusi
perhubungan. Namun  demikian,
potensi tersebut belum sepenuhnya
dioptimalkan secara efektif dan
efisien.

Seiring berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (UU HKPD) serta Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, pemerintah daerah dituntut
untuk melakukan penyesuaian
kebijakan retribusi agar selaras
dengan prinsip keadilan, kepastian
hukum, dan keberlanjutan fiskal. Oleh
karena itu, penelitian ini penting
dilakukan untuk mengkaji secara
komprehensif  kebijakan  retribusi
bidang perhubungan di Kabupaten

PPU.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini  menggunakan
pendekatan campuran (mixed
methods) dengan mengombinasikan
penelitan  hukum normatif dan

pendekatan  ekonomi. Penelitian
hukum normatif dilakukan melalui
pendekatan  perundang-undangan,
konseptual, dan komparatif untuk
menganalisis dasar hukum kebijakan
retribusi daerah. Sementara itu,
pendekatan ekonomi digunakan untuk
menganalisis penetapan tarif retribusi
berdasarkan perhitungan biaya dan

manfaat.
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Data penelitian terdiri atas data
primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh melalui wawancara
dengan pihak terkait dan observasi
lapangan pada objek retribusi bidang
perhubungan. Data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap

peraturan  perundang-

undangan, dokumen kebijakan
daerah, serta literatur ilmiah yang
relevan. Analisis data dilakukan
secara  deskriptif-analitis ~ dengan
mengaitkan temuan empiris dan

kerangka teori yang digunakan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan retribusi daerah di
bidang perhubungan di Kabupaten
PPU telah diatur dalam berbagai
produk hukum daerah, termasuk
Peraturan Daerah tentang Pajak dan
Retribusi Daerah serta Peraturan
Bupati sebagai aturan pelaksana.
Kebijakan tersebut mencakup retribusi
parkir, kepelabuhanan, dan
pemanfaatan alat berat milik
pemerintah daerah.

Namun, implementasi kebijakan
masih menghadapi kendala, antara
lain keterbatasan sistem pemungutan,
belum optimalnya pemanfaatan aset
daerah, serta lemahnya pengawasan

terhadap  pemungutan retribusi.
Kondisi ini berdampak pada belum
optimalnya kontribusi retribusi
perhubungan terhadap PAD.

Arah kebijakan retribusi daerah
di Kabupaten PPU perlu difokuskan
pada optimalisasi potensi ekonomi
daerah dengan tetap memperhatikan
prinsip keadilan dan kemampuan
masyarakat. Penerapan sistem
pemungutan retribusi berbasis digital
menjadi salah satu strategi penting
untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi
pemungutan. Selain itu, harmonisasi
kebijakan daerah dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi menjadi prasyarat utama
dalam mewujudkan tata kelola
retribusi yang baik. Kebijakan retribusi
juga harus diarahkan untuk

mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik di bidang
perhubungan.

Formula perhitungan Penetapan
tarif retribusi alat angkut didasarkan
pada pendekatan biaya (cost-based
pricing) dengan mempertimbangkan
biaya investasi aset, biaya
operasional dan pemeliharaan, umur
ekonomis, serta tingkat pemanfaatan
aset. Analisis ini bertujuan untuk

memperoleh tarif yang mencerminkan
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nilai ekonomi riil aset daerah tanpa

memberatkan pengguna jasa.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Perhitungan Tarif Retribusi Alat Berat Bidang

Perhubungan Kabupaten PPU

N | Jenis Alat Berat / Dasar Satuan Tarif Retribusi
o | Alat Angkut Perhitungan Layanan (Rp)
Biaya

1 | Skylift Telescopic | Total cost investasi | Per jam Disesuaikan
Aerial Platform 14 m & O/M hasil kajian

2 | Mobil Derek Kapasitas | Total cost investasi | Per Disesuaikan
7,5 ton & O/M unit/jam hasil kajian

3 | Mobil Towing | Total cost investasi | Per Disesuaikan
Kapasitas 10 ton + | & O/M unit/jam hasil kajian
Crane 5 ton

4 | Mobil Derek Kapasitas | Total cost investasi | Per Disesuaikan
5 ton & O/M unit/jam hasil kajian

5 | Mobil Towing Hino  Total cost investasi | Per Disesuaikan
Dutro 136 HD & O/M unit/jam hasil kajian

Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa tarif retribusi alat berat yang
ditetapkan berdasarkan pendekatan
biaya memberikan dasar yang lebih
objektif dan transparan dibandingkan
tarif flat tanpa perhitungan ekonomi.
Pendekatan ini juga memungkinkan
pemerintah daerah melakukan
penyesuaian tarif secara periodik
seiring dengan perubahan biaya
operasional dan kondisi ekonomi.

Penyesuaian tarif yang berbasis
perhitungan matematis diharapkan
kontribusi

mampu  meningkatkan

retribusi alat  berat
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sekaligus menjaga keberlanjutan

terhadap

pemanfaatan aset daerah tanpa

menimbulkan distorsi terhadap

aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

D. Kesimpulan

Penelitian ini  menyimpulkan
bahwa kebijakan retribusi daerah
bidang perhubungan di Kabupaten
Penajam Paser Utara telah memiliki
dasar hukum vyang kuat, namun

implementasinya masih perlu
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dioptimalkan.  Peningkatan  PAD
melalui retribusi perhubungan
memerlukan penguatan sistem
pemungutan, optimalisasi aset

daerah, serta penetapan tarif yang
rasional dan berkeadilan.

Pemerintah daerah disarankan
untuk mengembangkan sistem
pemungutan retribusi berbasis digital,
melakukan evaluasi berkala terhadap
tarif retribusi, serta meningkatkan
kapasitas kelembagaan pengelola
retribusi. Selain itu, diperlukan sinergi
antara pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan lainnya untuk

memastikan kebijakan retribusi
berkontribusi nyata terhadap
peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
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